PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA

BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

DAN

PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH

CABANG KARANGANYAR
TENTANG
KAS UMUM DAERAH

NOMOR :415.4/01/PKS/1/2021
NOMOR :0017/HT.01.04/019/2021

Pada hari ini, Senin, tanggal empat bulan Januari tahun dua ribu dua puluh satu (04-01-2021),

kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1.LKURNIADI MAULATO :

2.SIGIT NURBIYANTO

Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar,
berkedudukan di JLKH. Wachid Hasyim No.2 Karanganyar,
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya
tersebut serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten
Karanganyar, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Karanganyar
Nomor: 415.4/6.832.1.1/2020 tanggal 1 Desember 2020,
selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

Pemimpin Cabang PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
Cabang Karanganyar dalam hal ini bertindak dalam jabatannya
berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan
Daerah Jawa Tengah Nomor : 0277/HT.01.01/2020 tanggal 15 Juli

2020 tentang Mutasi Pegawai dengan demikian sah mewakili PT
Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Karanganyar
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yang beralamat di JI Lawu No 363 Karanganyar, yang merupakan
salah satu Kantor Cabang dari PT Bank Pembangunan Daerah
Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 142
Semarang, yang didirikan dengan Akta Nomor 1 tanggal 1 Mei
1999 yang dibuat di hadapan Ny. Titi Ananingsih Soegiarto, S.H.,
pada waktu itu Notaris di Semarang, yang telah mendapat
pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia
sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal 5 Mei
1999 Nomor : C-8223.HT.01.01.TH.99, dan telah dimuat dalam
Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 22 Juni 1999 Nomor
50 Tambahan Nomor 3762/1999, yang telah mengalami beberapa
kali perubahan terakhir dengan Akta Nomor 35 tanggal 20
Desember 2019, yang dibuat di hadapan Subiyanto Putro, S.H.,
M.Kn., Notaris di Semarang, telah diterbitkan Surat Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-
AH.01.03-0376342 tanggal 20 Desember 2019, selanjutnya
disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian

Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten
dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
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Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443 8);
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5253);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402)

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6219);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah;
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11.

12.

13.

14,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama
Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ke Tiga;

Keputusan Bupati Karanganyar Nomor: 900/1403/2020 tentang Penunjukan PT. Bank
Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Karanganyar sebagai Kas Daerah Kabupaten
Karanganyar Tahun Anggaran 202 1;

Keputusan Bupati Karanganyar Nomor : 900/743/2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Keputusan Bupati Nomor 900/131/2019 tentang Penetapan Rekening Perangkat Daerah
pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Karanganyar

Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Karanganyar dengan PT Bank
Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 415.4/44/MoU/X1/2020 dan Nomor
1817/HT.01.04/019/2020 tentang Fasilitas Perbankan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat mengadakan

Perjanjian Kerja Sama tentang Kas Umum Daerah, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

1) Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.

2) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

3) Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati
Karanganyar untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh
pengeluaran Daerah.

4) Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) adalah sebagai rekening induk tempat
penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati Karanganyar untuk
menampung seluruh penerimaan daerah dan pengeluaran daerah.

5) Perjanjian adalah Perjanjian ini berikut segala lampiran, perubahan, perbaikan
pembaruan ataupun penambahannya.

6) Rekening Penerimaan adalah rekening pembantu yang digunakan dalam rangka
pelaksanaan penerimaan Daerah, meliputi :

a. Dana Alokasi Umum (DAU) yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN

yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan
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8)

9

keuangan antar daerah untuk mendanaj kebutuhan daerah dalam rangka

pelaksanaan desentralisasi.

. Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN

yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu
mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan

prioritas nasional.

- Dana Bagi Hasil (DBH) yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang

dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk
mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak
daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan

kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Rekening Khusus Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

(PBB-P2) adalah rekening penampungan atas penerimaan pembayaran pajak bumi

dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi

atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk usaha perkebunan, perhutanan

dan pertambangan.

Rekening Pengeluaran adalah rekening pembantu yang digunakan untuk membiayai

pengeluaran Daerah, meliputi :

a.

Pembayaran Gaji yaitu pemindahan dana untuk membayar jasa (gaji) pegawai
sektor pemerintah termasuk lembaga negara, TNI, Departemen, Instansi

pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kantor dinas, jawatan dan lainnya.

. Pembayaran Termin Proyek/ Belanja Modal yaitu pencairan dana yang bersumber

dari APBN dan APBD untuk tujuan membayar transaksi pemerintah Pusat dan
pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan proyek pembangunan dan

pembelanjaan barang modal.

. Pembayaran lainnya yaitu pengeluaran pemerintah yang tidak tercakup dalam

pengertian diatas.

Rekening Koran adalah laporan yang diberikan Bank setiap bulan kepada pemegang

rekening Giro yang berisikan informasi tentang transaksi yang dilakukan oleh Bank

terhadap rekening tersebut selama satu bulan dan saldo Kas di Bank.
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10) Jasa Giro adalah imbalan yang diberikan oleh Bank kepada Giran atas dana yang
disimpan pada rekening RKUD dan perhitungan jasa giro mempergunakan
prosentase (%) yang telah ditetapkan oleh Bank.

11) Bunga Deposito Berjangka adalah bunga deposito yang dihitung dan dibayarkan
setiap bulan sesuai dengan tanggal jatuh tempo selama jangka waktu yang telah
ditetapkan secara Tunai atau melalui pemindahbukuan kepada Rekening yang
ditunjuk Nasabah (Non Tunai).

12) Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito Berjangka adalah pajak final yang harus
dibayar oleh Nasabah sesuai dengan Ketentuan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang

berlaku, dengan pengecualian bahwa Lembaga/ Institusi Struktural resmi

Pemerintah/ BUMN/ BUMD yang mememenuhi persvaratan.

13) Biaya adalah ongkos yang harus dibayar oleh nasabah antara lain - biaya
administrasi, biaya penutupan rekening, biaya pembelian buku cek dan buku bilyet
giro, biaya meterai, biaya tolakan dan lain-lain,

14) Penutupan adalah kegiatan menutup rekening giro di bank tempat rekening dibuka,
dengan ditutupnya rekening giro, nasabah yang bersangkutan selanjutnya tidak dapat
melakukan aktivitas transaksi pada rekening yang telah ditutup.

15) Hari Kerja dan jam kerja adalah hari dan Jjam kerja sesuai ketentuan yang berlaku
pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Karanganyar, kecuali
dalam keadaan tertentu, ditentukan lain.

16) Hari Libur adalah hari raya dan hari libur nasional lainnya yang ditetapkan oleh
pemerintah dan hari bank tidak buka untuk umum yang ditetapkan oleh Bank
Indonesia.

17) Sanksi adalah sanksi yang dikenakan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK
KEDUA terhadap ketentuan-ketentuan yang tidak dipenubhi.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari perjanjian kerja sama ini adalah sebagai berikut:
a. Jenis pelayanan yang diberikan;

b. mekanisme pengeluaran/ penyaluran dana melalui PIHAK KEDUA;
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¢. pelimpahan penerimaan dan saldo rekening pengeluaran ke rekening kas umum
daerah;

d. pemberian bunga/ jasa giro/ bagi hasil atas saldo rekening;

€. pemberian imbalan atas jasa pelayanan;

f.  kewajiban menyampaikan laporan;

g. sanksi berupa denda dan/atau pengenaan bunga yang harus dibayar karena pelayanan
yang tidak sesuai dengan perjanjian; dan

h. tata cara penyelesaian perselisihan.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU
a. Hak PIHAK KESATU
1. membuka, mengelola dan menutup Rekening milik Pemerintah Daerah
2. menetapkan Rekening milik Pemerintah Daerah termasuk Rekening Bendahara
Penerimaan, Rekening Bendahara Pengeluaran dan Rekening Bendahara
Pengeluaran Pembantu pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
3. membuka Rekening Khusus Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai rekening pembantu.
4. menerima Layanan berupa :
a) Layanan Penerimaan Setoran Tunai dan Pemindahbukuan atas semua
Penerimaan Daerah:
b) Layanan Pembayaran Pengeluaran Daerah Tunai dan Pemindahbukuan atas
semua Pengeluaran Daerah, termasuk layanan pembayaran Gaji Pegawai
Negeri Sipil (PNS) yang dibayarkan melalui rekening masing-masing PNS
dengan fasilitas Kartu Pegawai Elektronik (KPE):
¢) Layanan Penerimaan dana Transfer;
d) Layanan Pengiriman informasi Saldo dan Pencetakan Salinan Rekening
Koran Kas Umum Daerah;

¢) Layanan Penempatan Dana pada Deposito Berjangka / Deposit On Call ;
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f) Layanan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

(PBB-P2) pada loket pembayaran di setiap kecamatan:

g) Layanan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
(PBB-P2) dan Pajak Daerah lainnya pada Kantor Bank Jateng dan diseluruh

outlet yang bekerjasama dengan Bank Jateng.;

h) Layanan lain-lain yang bersifat saling menguntungkan baik secara elektronik

maupun non elektronik.

i) Pembebasan Biaya Layanan dari :

Layanan biaya administrasi dan biaya saldo minimal;

Biaya Penutupan Giro yang dikenakan jika terjadi Penutupan Rekening
Giro yang dibuka;

Biaya Baki jika PTHAK KESATU meminta Surat Keterangan Saldo
Rekening;

Biaya Salinan Rekening Koran pada saat pencetakan/print out setelah
kedua kali dan seterusnya.

Biaya Real Time Gross Settlement (RTGS)/ kliring/ transfer untuk
kepentingan PIHAK KESATU.

Biaya lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan

yang berlaku.

5. memperoleh imbalan berupa Jasa Giro dan Tabungan yang disimpan dan berhak

memperoleh suku bunga special atas dana yang disimpan pada PIHAK KEDUA.

6. besarnya Jasa Giro dan Tabungan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a Nomor

5 ini diperlakukan khusus diatas ketentuan Jasa Giro dan Tabungan yang berlaku
umum di PIHAK KEDUA dan hasilnya untuk keuntungan PIHAK KESATU
melalui peng-kreditan pada Rekening Giro Rekening Kas Umum Daerah
(RKUD).

7. besarnya Jasa Giro dan Tabungan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a Nomor

5 juga diberlakukan pada Rekening Pengeluaran Perangkat Daerah (OPD).

b. Kewajiban PIHAK KESATU
1. Menempatkan dananya dalam bentuk Giro pada PIHAK KEDUA;
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2. Memberikan data rekening-rekening yang wajib dikelola oleh PIHAK KEDUA
dalam lampiran Perjanjian Kerja Sama yang merupakan kesatuan yang tidak

terpisahkan dalam perjanjian ini.

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

a.

Hak PIHAK KEDUA :

Menerima penunjukan dari PIHAK KESATU sebagai tempat penyimpan Uang

Daerah yang berasal dari penerimaan daerah dan untuk membiayai pengeluaran

Daerah.

Kewajiban PIHAK KEDUA -

1) mengelola Rekening-rekening antara lain :

a. Rekening Giro Kas Umum Daerah dengan nomor rekening 1.019.00240.6;

b. Rekening Giro Penerimaan PBB-P2 dengan nomor rekening 1.019.00276. &

¢. Rekening Giro Penerimaan Jasa Deposito dengan nomor rekening
1.019.00319.8

d. Rekening Giro BLUD RSUD dan Puskesmas (daftar terlampir);

¢. Rekening Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah dan Dana Bantuan
Operasional Sekolah Reguler (daftar terlampir).

2) selain rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, PIHAK KEDUA
secara tertulis dalam lampiran Perjanjian Kerja Sama juga mengelola Rekening
Bendahara Penerimaan, Rekening Bendahara Pengeluaran dan Rekening
Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

3) menyampaikan / mengirimkan Laporan berupa :

a. Salinan Rekening Koran per hari beserta bukti transaksinya;

b. Salinan Rekening Koran per bulan dan soft copynya;

c. Baki saldo debet setiap tutup buku akhir tahun anggaran.

d. Laporan dikirim kepada PIHAK KESATU paling lambat 1 (satu) hari kerja
sesudahnya.

4) memindahkan Jasa Bunga yang menjadi hak PIHAK KESATU ke Rekening

Penerimaan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
5) memastikan seluruh rekening yang diperlakukan bebas biaya administrasi dan

bebas biaya layanan serta ketentuan pembebasan saldo minimal.
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6) melaporkan hasil koreksi mutasi atas terjadinya salah posting,

Pasal 4
MEKANISME PENGELUARAN/PENYALURAN DANA

(1) Seluruh penerimaan Daerah disetorkan pada Rekening Giro Rekening Kas Umum Daerah
(RKUD) setiap harinya.

(2) Pengeluaran/Penarikan Dana dari rekening-rekening yang dibuka menggunakan Surat
Perintah Pencairan Dana atay Sarana Perintah Pembayaran lainnya atau dengan
Pemindahbukuan yang dikeluarkan PIHAK KESATU

(3) Sistem  dan  prosedur transaksi penarikan/pengeluaran dana baik secara tunai,
pemindahbukuan maupun Jenis layanan lainnya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan

yang berlaku.

Pasal 5
PELIMPAHAN PENERIMAAN DAN SALDO REKENING PENGELUARAN KE
REKENING KAS UMUM DAERAH

(1) Seluruh penerimaan Jasa Giro dari Rekening Giro Pengeluaran Perangkat Daerah (OPD)
disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) setiap akhir bulan.

(2) Seluruh penerimaan Perangkat Daerah (OPD) yang ditampung pada Rekening Giro
Pengeluaran Perangkat Daerah (OPD) disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD)
pada setiap akhir Tahun Anggaran dan bersaldo Nihil.

(3) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan mekanisme
autodebet dalam perbankan dari Rekening Giro Pengeluaran / Saldo Rekening Giro
Pengeluaran ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) atau dengan menggunakan Sarana

Perintah Pembayaran lainnya.

Pasal 6
Seluruh Rekening BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas tidak dilakukan penyetoran/pelimpahan
ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
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Pasal 7
JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu pada tanggal 04
Januari 2021 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

(2) Perjanjian Kerja sama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK,
dengan ketentuan bahwa Pihak yang akan mengajukan permohonan perpanjangan
memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga)
bulan sebelum perjanjian kerja sama ini berakhir,

(3) Terhadap permohonan perpanjangan jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), PARA PIHAK akan melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama sebagai

bahan pertimbangan bagi perpanjangan perj anjian kerja sama.

Pasal 8
FORCE MAJEURE (KEADAAN MEMAKSA)

(1) Tidak dilaksanakannya atau tertundanya pelaksanaan sebagian atau keseluruhan ketentuan
Perjanjian ini oleh salah satu Pihak atau Para Pihak tidak termasuk pelanggaran atas
Perjanjian apabila hal tersebut disebabkan oleh karena adanya force majeure (keadaan
memaksa).

(2) Yang termasuk sebagai force majeure adalah kejadian-kejadian yang dengan segala daya dan
upaya tidak dapat diduga dan tidak dapat diatasi oleh pihak yang mengalami dan yang secara
langsung berpengaruh kepada pelaksanaan ketentuan Pefjanjian ini, yakni peristiwa-
peristiwa termasuk namun tidak terbatas pada :

a. bencana alam/wabah penyakit;

b. pemberontakan/huru-hara/perang;

c. kebakaran;

d. sabotase;

€. pemogokan umum;

f. kebijakan Pemerintah atau instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung

atau tidak langsung untuk terlaksananya Perj anjian ini.
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(3) Pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sehubungan dengan force majeure tersebut
harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya dalam
waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak mulainya kejadian tersebut.

(4) Kelalaian atau keterlambatan Pihak yang terkena Jorce majeure dalam memberitahukan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa
dimaksud sebagai force majeure.

(5) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah saty Pihak sebagai akibat force majeure

tidak menjadi tanggung jawab Pihak lainnya.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Setiap perselisihan yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat
untuk menyelesaikannya secara musyawarah.

(2) Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana diatas pada ayat (1)
tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk memilih tempat kedudukan (domisili) hukum di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar.

Pasal 10
KEWAIJIBAN PELAPORAN

(1) PIHAK KEDUA wajib menyampaikan / mengirimkan Laporan berupa Salinan Semua
Rekening Koran setiap hari kerja setiap bulan kepada PIHAK KESATU

(2) PIHAK KEDUA  wajib menyampaikan / mengirimkan Laporan Realisasi pemungutan PPh
dan PPn yang dilakukan setiap bulan kepada PTHAK KESATU.

Pasal 11
SANKSI DENDA

(1) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak melaksanakan/tidak memenuhi ketentuan sebagaimana
diatur Perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA dapat dikenakan pinalti / denda sesuai ketentuan

peraturan perundag-undangan yang berlaku.

| PIHAR KESATU | PTHAK KEDUA
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(2) Ketentuan denda ini tidak berlaky apabila disebabkan oleh hal-hal yang berada di luar
kendali PIHAK KEDUA, termasuk namun tidak terbatas pada force majeure sebagaimana

dimaksud Pasal 8§ Perjanjian ini.

Pasal 12
KERAHASIAAN

(1) PIHAK KEDUA wajib merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan
data, informasi dan simpanan PIHAK KESATU, kecuali telah mendapat izin tertulis dari
PIHAK KESATU

(2) Ketentuan tentang kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak berlaku
untuk :

a. Informasi yang telah diketahui umum;
b. Informasi yang telah diketahui oleh pihak penerima informasi;

¢. Informasi yang dibuka karena ketentuan hukum atau perintah undang-undang

Pasal 13
ADDENDUM

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian ini baik perubahan maupun penambahan akan
diselesaikan melalui perundingan antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang
dituangkan dalam bentuk addendum yang ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan menjadi
bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan

Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dilengkapi dengan Lampiran Rekening-Rekening Organisasi
Perangkat Daerah dan Unit Kerjanya serta Badan Layanan Umum Daerah yang diketahui oleh
PARA PIHAK.

[ PIHAK KESATU PIHAK KEDUA |
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Demikian Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK
KEDUA dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup yang diperuntukkan bagi PARA

PIHAK, masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

SIGIT NURBIYANTO

2 KURNIADI MAULATO



